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INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya Ikhtisar Semester I Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan Ikhtisar ini dimaksudkan untuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan adanya ikhtisar ini, setiap progres tindak lanjut akan dicatat dan disajikan secara terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan perkembangan tindak lanjut di masa depan.
Ikhtisar ini berisi data pemeriksaan dan hasil tindak lanjut pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa eksternal (BPK RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta data mengenai jumlah pengaduan masyarakat yang telah disampaikan dan progres penyelesaiannya. Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Untuk mempertahankan opini WTP, peranan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai koordinator dan pemantau perkembangan tindak lanjut perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.
Sebagai produk dari Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester I Tahun Anggaran 2025 ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai tolok ukur kinerja. Melalui data tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dapat membuat rencana kerja dan menetapkan target penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
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BAB I
[bookmark: _Toc107257589][bookmark: _Toc176169930][bookmark: _Toc208863370]INFORMASI UMUM

[bookmark: _Toc208863371]DASAR HUKUM
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Dalam melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada peraturan perundang-undangan diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1)
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14)
10. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.
[bookmark: _Toc208863372]STRUKTUR ORGANISASI
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, sedangkan Tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut: 
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 
a. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur.
b. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
c. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi  pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6) Perencanaan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2. Susunan Organisasi
Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :
a. Inspektur 	: H. Agus Herianto, S.H., QGIA.,
CGCAE., QRMP
b. Sekretaris	: Drs. Revo Anhar, M.Si
1. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: Hasian Harahap,SE.,M.SI,QGIA
2. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	: Dr. Muhammad Mustofa, S.STP
3. Kasubbag Umum	: Nuril Fitri, S.Kom
c. Inspektur Pembantu I	: H. Mohd Saman K, S.E
d. Inspektur Pembantu II	: Yopie Said Ramadhanny, SE
e. Inspektur Pembantu III	: Reza Fachrizal, SE, M.S.Ak
f.      Inspektur Pembantu IV	: Muhammad Junaidi,S.H., M.H.
g. Inspektur Pembantu Khusus	: Mat Sanusi, SP
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari:
1. Auditor 		: 27 Orang
2. PPUPD 		: 52 Orang
i. Jabatan Pelaksana 	: 27 Orang



· 
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[bookmark: _Toc176169931][bookmark: _Toc208863373]TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 54 menyatakan  bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. APIP juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan. Adapun tujuan dari penyusunan ikhtisar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. 
2. Mewujudkan koordinasi pengawasan APIP yang efektif dan efisien.
3. Menyediakan informasi hasil pengawasan APIP secara berkala sebagai dasar untuk dilakukan pemantauan dan Evaluasi. 
4. Mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP pusat dan daerah.
[bookmark: _Toc176169932][bookmark: _Toc208863374]PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA
	Program pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada Keputusan Gubernur Jambi Nomor 5/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan pengawasan yang direncanakan terdiri dari :
1. Kegiatan audit, meliputi :
a. Program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2025 dengan sasaran program kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
b. Pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
c. Penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum;
d. Bantuan Operasional Sekolah;
e. Probity Audit;
f. Pengawasan program/kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
g. Pengawasan program/kegiatan strategis DUMISAKE.
2. Kegiatan reviu, meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
b. Dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
d. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
f. Dana Alokasi Khusus Fisik.
3. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi, meliputi :
a. Penilaian Maturitas SPIP;
b. Penyerapan anggaran/pemeriksaan Kas;
c. Pemantauan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
d. Perencanaan dan penganggaran berbasis gender;
e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi;
f. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan survey penilaian integritas.
4. Kegiatan pengawasan lainnya, meliputi :
a. Pemeriksaan akhir jabatan;
b. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
c. Pengendalian gratifikasi;
d. Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) terintegrasi dengan KPK;
e. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
f. Pembangunan zona integritas;
g. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
h. Pengembangan dan penerapan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
i. Pengembangan dan penerapan modal Tiga Lini Pertahanan (three lines of defence) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
j. Pengembangan Audit Management System dan Continuous Audit and Countinous Monitoring; dan
k. Peningkatan kapabilitas APIP dengan IACM.
5. Kegiatan Konsultasi yang meliputi :
a. Sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan SPIP.
b. Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
c. Sosialisasi dan asistensi penyusunan rencana tindak pengendalian pada perangkat daerah;
d. Pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
e. Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
f. Pelaksanaan konsultasi melalui klinik Konsultasi Pengawasan.
6. Kegiatan Dukungan Pengawasan yang meliputi :
a. Pendidikan dan pelatihan
b. Pelatihan kantor sendiri



Tabel 1.1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester I Tahun 2025
	No
	Kegiatan Pengawasan
	PKPT
	Non PKPT

	
	
	Target Pengawasan
	Realisasi Pengawasan
	Realisasi
Pengawasan

	
	
	Jumlah OP
	Jumlah OP
	Jumlah OP

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Penyelenggaraan pengawasan internal
	43
	43
	4

	2
	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
	12

	18
	

	3
	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
	7
	7
	

	4
	Pendampingan dan Asistensi
	43
	43
	

	Jumlah
	105
	111
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1. [bookmark: _Toc208863377]AUDIT
  Pemeriksaan atau audit yang dilakukan merupakan Evaluasi atas suatu organisasi / program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dengan tujuan melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah berjalan sesuai dengan standar maupun regulasi yang telah disetujui dan diterima. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan audit sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan Evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pada Pemerintah Provinsi Jambi dikelompokan menjadi 2 (dua) jenis audit yaitu Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Audit Kinerja
    Audit Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
Pada semester I Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan AUDIT KINERJA TEMATIK KETERSEDIAAN PANGAN dengan hasil temuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Semester I Tahun 2025

	No
	Sub Kelompok Temuan
	Kode
	Jumlah Kejadian
	%
	Nilai
(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan
	1.00.00
	
	
	

	1
	Kerugian Negara/Daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
	1.01.00
	
	
	

	2
	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah
	1.02.00
	
	
	

	3
	Kekuarangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah
	1.03.00
	
	
	

	4
	Administrasi 
	1.04.00
	
	
	

	5
	Indikasi Tindak Pidana
	1.05.00
	
	
	

	
	Subtotal Kejadian
	
	
	
	

	
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
	2.00.00
	
	
	

	1
	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
	2.01.00
	
	
	

	2
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
	2.02.00
	
	
	

	3
	Kelemahan struktur pengendalian intern
	2.03.00
	15
	
	

	
	Sub Total Kejadian
	
	
	
	

	
	Temuan 3 E
	3.00.00
	
	
	

	1
	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan
	3.01.00
	
	
	

	2
	Ketidakefisienan
	3.02.00
	1
	
	

	3
	Ketidakefektikan
	3.03.00
	5
	
	

	
	Subtotal kejadian
	
	21
	
	

	
	Jumlah Kejadian
	21
	      
	




Adapun rekomendasi yang disampaikan terhadap hasil temuan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. 2
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP
Semester I Tahun 2024
	No
	Sub Kelompok Rekomendasi
	Kode
	Jumlah Kejadian
	%
	Nilai Temuan
(Rp)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat
	
	
	
	

	2
	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan Masyarakat
	
	
	
	

	3
	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan
	
	
	
	

	4
	Penghapusan barang milik negara/daerah
	
	
	
	

	5
	Pelaksanaan sanski administrasi kepegawaian
	
	1
	
	

	6
	Perbaikan Laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi
	
	
	
	

	7
	Perbaikan sistem dan prosedur akuntasnsi dan pelaporan
	
	
	
	

	8
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian
	
	
	
	

	9
	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan
	
	6
	
	

	10
	Perubahan dan perbaikan strukur organisasi
	
	1
	
	

	11
	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang
	
	1
	
	

	12
	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawasan intern
	
	
	
	

	13
	Pelaksanaan sosialisasi
	
	
	
	

	14
	Lain-lain
	
	1
	
	

	JUMLAH
	
	10
	
	





2.  Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
      Di samping melakukan Pengawasan Internal, Inspektorat Provinsi Jambi juga melakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu, Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Sampai dengan Semester I Tahun 2024 telah dilakukan audit dengan tujuan tertentu  di Lingkungan Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.3
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Semester I Tahun 2025

	No
	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu
	PKPT
	Non PKPT

	
	
	Target Audit
	Realisasi Audit
	Realisasi
Audit

	
	
	Jumlah OA
	Jumlah OA
	Jumlah OA

	1
	2
	3
	5
	7

	A
	Audit Investigatif
	18
	-
	-

	B
	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan
	2
	
	3

	C
	Audit atas hal-hal lain bidang pengawasan
	-
	
	-


Keterangan : 
a. OA	: Objek Audit
b. Realisasi audit diisi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan




Realisasi audit investigatif pada semester I tahun 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut:
Tabel 2.4
Jumlah Objek Audit Investigasi
Semester I Tahun 2024
	Keterangan
	Jumlah

	1
	2

	Jumlah Objek Audit Investigatif
	6

	Jumlah audit investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
	2

	% audit investigasi berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)
	33,33


Hasil audit investigatif berindikasi tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Instansi penyidik dan pelaksanaan tindak lanjutnya pada semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4
Audit Investigasi Yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik
Semester I Tahun 2025
	Instansi  Penyidik
	Kasus
	%
	Potensi Kerugian Negara

	
	
	
	Rupiah
	Valas

	1
	2
	3
	4
	5

	Kepolisian
	-
	-
	-
	-

	Kejaksaan
	-
	-
	-
	-

	KPK
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	-
	-
	-
	-



Tabel 2.5
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik
Semester I Tahun 2025
	Status
	Kasus
	%
	Potensi Kerugian Negara
	Keterangan

	
	
	
	Rupiah
	Valas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Penyelidikan 
	-
	-
	-
	-
	-

	Penyedikan
	-
	-
	-
	-
	-

	Dihentikan
	-
	-
	-
	-
	-

	Dilimpahkan ke Pengadilan
	-
	-
	-
	-
	-

	Penutuntunan
	-
	-
	-
	-
	-

	Diputus
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	-
	-
	-
	-
	-



Dalam melaksanakan pengawasan, auditor dan PPUPD memiliki kode etik dan standar audit masing-masing yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan
	Kode etik dan standar audit
	Dasar peraturan perundang-undangan

	1
	2

	1. Peraturan SAIPI No . PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
2. Permen PAN Nomor 4 Tahun 2006 Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;



1. [bookmark: _Toc208863378]REVIU
   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan reviu sebagai penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Fokus reviu antara lain:
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah, dan
6. Reviu DAK.
Sampai dengan Semester I Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan reviu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.7
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Semester I Tahun 2025
	Keterangan
	Jumlah

	1
	2

	Jumlah Objek yang seharusnya direviu
	75

	Jumlah objek yang direviu
	75

	Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas
	-

	Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas
	-



1. [bookmark: _Toc208863379]EVALUASI
  Definisi Evaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Evaluasi bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Fokus Evaluasi antara lain:
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
4. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
a. Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
b. Pemantauan/monitoring dan Evaluasi dana BOS;
c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
d. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, dan
e. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Sampai dengan Semester I Tahun 2025 telah dilakukan Evaluasi di lingkungan Pemerintah  Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Laporan Hasil Evaluasi yang Dilaksanakan 
Semester I Tahun 2025

	No
	Tema Pengawasan
	Tgl SPT
	Nomor LHP

	[bookmark: _Hlk161383930]
1
	Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/120/ITPROV-4/VI/2025

	2
	Evaluasi AKIP Badan Penghubung Provinsi Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/151/ITPROV-4/VI/2025

	3
	Evaluasi AKIP DP3AP2 Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/130/ITPROV-4/VI/2025

	4
	Evaluasi AKIP Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/155/ITPROV-4/VI/2025

	5.
	Evaluasi AKIP Dinas Perbudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/129/ITPROV-4/VI/2025

	6.
	Evaluasi AKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/160/ITPROV-4/VI/2025

	7
	Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/127/ITPROV-4/VI/2025

	8
	Evaluasi AKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/153/ITPROV-4/VI/2025

	9
	Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/156/ITPROV-4/VI/2025

	10
	Evaluasi AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/134/ITPROV-4/VI/2025

	11
	Evaluasi AKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/141/ITPROV-4/VI/2025

	12
	Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/128/ITPROV-4/VI/2025

	13
	Evaluasi AKIP Badan Riset Daerah Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/162/ITPROV-4/VI/2025

	14
	Evaluasi AKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/122/ITPROV-4/VI/2025

	15
	Evaluasi AKIP Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/132/ITPROV-4/VI/2025

	16
	Evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan & Arsip daerah 
	14/04/2025
	Lap.700/159/ITPROV-4/VI/2025

	17
	Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD
	14/04/2025
	Lap.700/148/ITPROV-4/VI/2025

	18
	Evaluasi AKIP Dinas Pendidikan
	14/04/2025
	Lap.700/125/ITPROV-4/VI/2025

	19
	Evaluasi AKIP Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
	14/04/2025
	Lap.700/157/ITPROV-4/VI/2025

	20
	Evaluasi AKIP Dinas PUPR
	14/04/2025
	Lap.700/131/ITPROV-4/VI/2025

	21
	Evaluasi AKIP Dinas Pemuda & Olahraga
	14/04/2025
	Lap.700/143/ITPROV-4/VI/2025

	22
	Evaluasi AKIP Biro Hukum Setda
	14/04/2025
	Lap.700/136/ITPROV-4/VI/2025

	23
	Evaluasi AKIP Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/133/ITPROV-4/VI/2025

	24
	Evaluasi AKIP Biro Pemerintahan
	14/04/2025
	Lap.700/147/ITPROV-4/VI/2025

	25
	Evaluasi AKIP Biro Umum 
	14/04/2025
	Lap.700/135/ITPROV-4/VI/2025

	26
	Evaluasi AKIP Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi 
	14/04/2025
	Lap.700/158/ITPROV-4/VI/2025

	27
	Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Prov. Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/121/ITPROV-4/VI/2025

	28
	Evaluasi AKIP Rumah Sakit Jiwa Prov. Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/146/ITPROV-4/VI/2025

	29
	Evaluasi AKIP Dinas Perkebunan Prov. Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/152/ITPROV-4/VI/2025

	30
	Evaluasi AKIP Biro Perekonomian Setda Prov. Jambi
	14/04/2025
	Lap.700/154/ITPROV-4/VI/2025

	31
	Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/149/ITPROV-4/VI/2025

	32
	Evaluasi AKIP Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/142/ITPROV-4/VI/2025

	33
	Evaluasi AKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/124/ITPROV-4/VI/2025

	34
	Evaluasi AKIP Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/139/ITPROV-4/VI/2025

	35
	Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/161/ITPROV-4/VI/2025

	36
	Evaluasi AKIP Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/151/ITPROV-4/VI/2025

	37
	Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/140/ITPROV-4/VI/2025

	38
	Evaluasi AKIP Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/123/ITPROV-4/VI/2025

	39
	Evaluasi AKIP Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/139/ITPROV-4/VI/2025

	40
	Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/126/ITPROV-4/VI/2025

	41
	Evaluasi AKIP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/150/ITPROV-4/VI/2025

	42
	Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/137/ITPROV-4/VI/2025

	43
	Evaluasi AKIP Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi tahun 2023
	14/04/2025
	Lap.700/138/ITPROV-4/VI/2025


1. [bookmark: _Toc176169936][bookmark: _Toc208863380]PEMANTAUAN
  Kegiatan pemantauan (monitoring) yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi hingga semester I tahun 2025 meliputi:
a. Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
b. Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan BPK RI;
c. Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri;
1. [bookmark: _Toc176169937][bookmark: _Toc208863381]KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA
Kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi hingga semester I tahun 2025 meliputi:
1. Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
1. Pendampingan Penyusunan Risk Register;
1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan.

Tabel 2.9
 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI 
Semester I Tahun 2025
	Keterangan
	Jumlah

	1
	2

	Jumlah objek yang di audit/Evaluasi
	43

	Jumlah Objek yang telah menerapkan SPI sesuai Ketentuan
	43

	Jumlah Objek yang belum menerapkan SPI sesuai Ketentuan
	0



[bookmark: _Toc176169938]
[bookmark: _Toc208863382]BAB III
[bookmark: _Toc107257596][bookmark: _Toc176169939][bookmark: _Toc208863383]HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

1. [bookmark: _Toc5349849][bookmark: _Toc208863384][bookmark: _Toc176169940]Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI 
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi di tahun 2025 melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 24.T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 tanggal 26 Juni 2025 terdapat 18 temuan dan 39 rekomendasi. Untuk rekapitulasi hasil pemantauan TLHP BPK hingga saat laporan ini diterbitkan dapat dilihat pada tabel berikut. 
                                                     Tabel 3.1
Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP 
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Temuan Administrasi 
Tahun 2006 s.d. 2025 (kondisi Per 30 Juni 2025)
	[bookmark: _Hlk46820278]No
	Tahun LHP
	Temuan Pemeriksaan
	Rekomendasi
	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

	
	
	
	
	Sesuai dengan Rekomendasi
	Belum Sesuai/Dalam Proses Tindak Lanjut
	Belum Ditindaklanjuti

	1
	2006
	45
	89
	88
	1
	0

	2
	2007
	57
	139
	136
	3
	0

	3
	2008
	88
	224
	220
	4
	0

	4
	2009
	43
	101
	100
	1
	0

	5
	2010
	55
	126
	115
	11
	0

	6
	2011
	47
	113
	99
	14
	0

	7
	2012
	40
	81
	70
	11
	0

	8
	2013
	76
	214
	174
	40
	0

	9
	2014
	25
	54
	43
	10
	1

	10
	2015
	53
	108
	67
	41
	0

	11
	2016
	52
	137
	58
	79
	0

	12
	2017
	23
	56
	40
	16
	0

	13
	2018
	19
	55
	34
	21
	0

	14
	2019
	41
	109
	38
	70
	1

	15
	2020
	51
	140
	48
	92
	0

	16
	2021
	64
	181
	80
	101
	0

	17
	2022
	96
	298
	174
	124
	0

	18
	2023
	49
	126
	61
	35
	30

	19
	2024
	23
	72
	0
	5
	67

	Total
	1026
	2519
	1741
	679
	99



[bookmark: _Hlk209703951]Berdasarkan Tabel diatas kondisi per 30 Juni 2025 Temuan berjumlah 1026, rekomendasi berjumlah 2519, hasil tindaklanjut yang sesuai rekomendasi berjumlah 1741, belum sesuai/dalam proses tindaklanjut berjumlah 679, adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 99.
[bookmark: _Hlk209705088]                                                       Tabel 3.2
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Temuan Keuangan 
Tahun 2006 s.d. 2025 (kondisi Per 30 Juni 2025)
	[bookmark: _Hlk209705114]No
	Tahun
	Nilai Rekomendasi (Rp)
	Disetor (Rp)
	Sisa (Rp)

	
	
	
	
	

	1
	2006
	10.855.564.873,64
	10.836.245.288,07
	19.319.585,57

	2
	2007
	9.226.103.556,66
	9.081.690.556,66
	144.413.000,00

	3
	2008
	16.651.391.584,43
	14.684.613.776,48
	1.966.777.807,95

	4
	2009
	7.627.403.732,43
	7.627.403.732,43
	-

	5
	2010
	3.854.642.069,10
	3.569.953.079,10
	284.688.990,00

	6
	2011
	9.710.206.084,26
	1.393.789.123,64
	8.316.416.960,62

	7
	2012
	27.257.711.956,80
	7.708.966.309,19
	19.548.745.647,61

	8
	2013
	1.043.374.844,74
	905.233.244,74
	138.141.600,00

	9
	2014
	6.727.500.024,65
	6.520.321.755,89
	195.778.268,76

	10
	2015
	538.643.531.492,78
	9.289.118.506,54
	529.354.412.986,24

	11
	2016
	13.278.896.161,61
	2.390.928.343,85
	10.887.967.817,76

	12
	2017
	3.563.351.083,95
	1.871.503.747,95
	1.691.847.336,00

	13
	2018
	10.498.827.910,72
	7.927.705.382,55
	2.571.122.528,17

	14
	2019
	16.213.291.457,61
	5.536.466.399,65
	10.676.825.057,96

	15
	2020
	7.177.254.110,77
	6.824.778.489,03
	352.475.621,74

	16
	2021
	18.064.596.590,50
	4.329.174.495,94
	13.735.422.094,56

	17
	2022
	11.095.141.211,26
	4.618.213.735,38
	6.476.927.475,88

	18
	2023
	14.222.620.930,03
	4.933.414.193,73
	9.289.206.736,3

	19
	2024
	4.673.006.692,5
	1.83.892.140,39
	4.489.114.552,15

	Total
	811.941.637..007,94
	191.790.632.940,67
	620.151.004.067,27



[bookmark: _Hlk209705375]Berdasarkan Tabel diatas kondisi per 30 Juni 2025 Nilai Rekomendasi sebesar Rp811.941.637.007,94 disetor sebesar Rp191.790.632.940,67 belum sesuai/dalam proses tindaklanjut dan belum ditindaklanjuti sebesar                              Rp620.151.004.067,27.
                                   
Tabel 3.3
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Jambi LKPD Tahun 2024
	NO
	OPD
	Nama LHP
	JUMLAH
	JUMLAH
	STATUS TINDAKLANJUT

	
	
	
	TEMUAN
	REKOMENDASI
	SS
	BS
	BT

	1
	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	7
	
	
	7

	2
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	5
	
	
	5

	3
	RSUD RADEN MATTAHER
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	3
	5
	
	
	5

	4
	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	4
	13
	
	
	13

	5
	DINAS PUPR
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	6
	17
	
	
	17

	6
	DINAS PENDIDIKAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	7
	18
	
	
	18

	7
	BAPPEDA
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	5
	
	
	5

	8
	SETWAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	4
	14
	
	
	14

	9
	DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	3
	10
	
	
	10

	10
	DINAS KESEHATAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	4
	11
	
	
	11

	11
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	5
	
	
	5

	12
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	13
	INSPEKTORAT
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	7
	
	
	7

	14
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPAN DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	10
	30
	
	
	30

	15
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	16
	DINAS PERHUBUNGAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	17
	BIRO PEREKONOMI
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	5
	
	
	5

	18
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	19
	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	2
	
	
	2

	20
	SATPOL PP DAN DAMKAR
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	21
	BIRO HUKUM
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	22
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	3
	9
	
	
	9

	23
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	8
	
	
	8

	24
	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	7
	
	
	7

	25
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	5
	
	
	5

	26
	BIRO UMUM
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	3
	13
	
	
	13

	27
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	7
	
	
	7

	28
	DINAS KETAHANAN PANGAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	29
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	30
	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	5
	
	
	5

	31
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	8
	
	
	8

	32
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	4
	10
	
	
	10

	33
	DINAS PERKEBUNAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	34
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	8
	
	
	8

	35
	DINAS KEHUTANAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	4
	
	
	4

	36
	BADAN RISET DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	2
	6
	
	
	6

	37
	BALAI LABOR KESEHATAN DAERAH
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	2
	
	
	2

	38
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	39
	BIRO PBJ
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	5
	
	
	5

	40
	BIRO ORGANISASI
	LKPD Provinsi Jambi TA 2024
	1
	4
	
	
	4

	TOTAL
	92
	295
	
	
	295


	






	BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025


	NO
	NOMOR LHP
	JUDUL LHP
	JUMLAH
	STATUS TL

	
	
	
	TEMUAN
	REKOMENDASI
	SS
	BS
	BT

	 1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 

	
1

	24/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025
	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2024 di Jambi
	18
	39
	-
	-
	39

	JUMLAH
	18
	39
	-
	-
	39

	


2. [bookmark: _Toc176169941][bookmark: _Toc208863385]Pemantauan  Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jambi pada OPD Provinsi
[bookmark: _Hlk209703684]Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2020-2025
	No
	Tahun
	Jumlah Temuan
	Jumlah Rekomendasi
	Status Tindak Lanjut

	
	
	
	
	Selesai
	Dalam Proses
	Blm Di TL

	1
	2021
	544
	787
	787
	0
	0

	2
	2022
	359
	463
	382
	81
	0

	3
	2023
	515
	701
	536
	165
	0

	4
	2024
	300
	525
	413
	112
	0

	5
	2025
	230
	556
	381
	99
	0

	Jumlah
	1.948
	3.032
	2.499
	457
	0



Sampai dengan Semester I Tahun 2025 hasil tindaklanjut pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah temuan 		: 1.948
Jumlah rekomendasi 		: 3.032
Selesai 				: 2.499
Belum selesai 			: 457
Belum tindaklanjut 		: 0
3. [bookmark: _Toc176169942][bookmark: _Toc208863386]Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri
Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Semester I Tahun 2025 Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal                  30 Juni 2025 dan Risalah Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri pada Provinsi Jambi, terdapat perkembangan sebagai berikut:
[bookmark: _Hlk209703740]Tabel 3.5
 Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2025
	No
	Tahun
	Jumlah
Temuan
	Jumlah
Rekomendasi
	Status TLHP

	
	
	
	
	S
	BS
	BD
	Persentase Selesai TL

	1
	2020
	12
	13
	8
	4
	1
	100%

	2
	2021
	14
	33
	32
	1
	0
	100%

	3
	2022
	14
	28
	22
	1
	4
	96%

	4
	2023
	19
	25
	18
	7
	-
	72%

	5
	2024
	15
	3
	21
	12
	-
	63,63%

	TOTAL
	74
	132
	94
	32
	5
	



Sampai dengan Semester I Tahun 2025 hasil tindaklanjut pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah temuan 		: 74
Jumlah rekomendasi 		: 132
Selesai 				: 94
Belum selesai 			: 32
Belum tindaklanjut 		: 5


[bookmark: _Toc176169943][bookmark: _Toc208863387]


BAB IV
[bookmark: _Toc176169944][bookmark: _Toc208863388]PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi menangani surat pengaduan masyarakat yang berasal dari :
1. Kementerian PAN dan RB
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Badan Kepegawaian Negara
5. Gubernur Jambi (Pemeriksa Khusus)
6. Pengaduan Masyarakat Langsung
Dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara berupa pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Kementerian yang bersangkutan, kemudian disampaikan melalui surat kepada Gubernur dan Tembusan kepada Inspektur untuk dilakukan Pemeriksaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan setelah diinstruksikan Inspektur untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk surat pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Inspektorat, setelah ditelaah dan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan. Dari surat lingkup kementerian yang masuk dan seluruh surat pengaduan yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung di uraikan sebagai berikut :
1. Untuk Semester I Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi belum ada menerima limpahan surat pengaduan masyarakat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri maupun dari  Badan Kepegawaian Negara.
2. Untuk Semester I Tahun 2025 :
a. Pengaduan dari Lembaga
· Tidak ada 
b. Pengaduan Masyarakat Langsung
· Tidak ada 

[bookmark: _Toc208863389]BAB V
[bookmark: _Toc208863390]PENUTUP

A. [bookmark: _Toc176169945][bookmark: _Toc208863391]Kesimpulan 
   Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi juga telah menyusun SOP Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
   Untuk Kode Temuan dan Rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, telah mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemerintah.
  Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I TA 2025 yang disusun akan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil tindak lanjut tersebut.
[bookmark: _Toc176169946][bookmark: _Toc208863392]B. 	Hambatan
1. Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI masih terdapat hambatan yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memahami sepenuhnya maksud rekomendasi dan dokumen pendukung atas rekomendasi tersebut.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sepenuhnya melaksanakan rencana aksi yang telah disusunnya, sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan OPD sering tidak berpedoman dengan rencana aksi, terutama terhadap jadwal pelaksanaannya.
3. Sering terjadi pergantian pejabat yang bertanggungjawab dengan temuan dan yang menangani pelaksanaan tindak lanjut.
[bookmark: _Toc176169947][bookmark: _Toc208863393]C. Rekomendasi
   Untuk percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi perlu melakukan hal hal sebagai berikut:
1. Proaktif memantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Melakukan Sosialisasi mengenai tata cara/prosedur pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan maksud dari rekomendasi APIP dan BPK RI.
3. Memfungsikan SPI setiap perangkat daerah agar lebih fokus dalam melaksanakan tugas tindak lanjut baik yang  berkaitan dengan administrasi, pelanggaran serta penyetoran kerugian Negara/Daerah serta penagihan kepada Pihak Ketiga.
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